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Upaya pemerintah menarik modal asing maupun dalam negeri, guna percepatan pembangunan dengan
diusulkannya RUU Penanaman Modal padatanggal 21 Maret 2006 kepada DPR untuk dibahas agar menjadi
UU Penanaman Modal sebagai pedoman dalam berinvestasi. Namun RUU Penanaman Modal yang
diusulkan pemerintah dinilai banyak pihak terlalu berhaluan liberalis sehingga banyak mendapat penolakan
dari kalangan akademisi, praktisi, politist maupun dari masyarakat namun. Fraksi DPR menilai pembahasan
RUU Penanaman Modal harus tetap pada prinsip bahwainvestasi harus melahirkan multiplier investasi
karena dukungan kebijakan. Di sinilah tantangan terbesar RUU Penanaman Modal .

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1). Pengaruh ideologi dan identitas terhadap pembuatan
kebijakan khususnya dalam proses pembuatan Undang-Undang Penanaman Modal tahun 2007; (2).
Pengaruh kepentingan kekuasaan dan kepentingan publik dalam proses pembuatan kebijakan Undang-
Undang Penanaman Modal. Untuk mendapatkan penjelasan kedua faktor tersebut metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendalaman terhadap kontestasi ideol ogis dalam pembahasan RUU Penanaman
Modal dengan wawancara secara mendalam terhadap pelaku pembuat kebijakan di parlemen dengan nara
sumber pihak-pihak yang terlibat langsung dari pemerintah, akademisi, ketua fraksi maupun anggota fraksi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan prinsip liberal karena konteks pada saat
undang-undang ini digjukan mengharuskan sebuah tatanan regulasi yang terbuka, efisien dan menyuguhkan
berbagai insentif. Indonesia berada dalam posis menarik modal asing dan bukan menolak. Banyak pasal
yang diusulkan oleh pemerintah dirombak secaratotal di DPR karena dinilai terlalu liberal. Hal ini untuk
kesinambungan bahwa tidak hanya mempromosikan hak-hak penanam modal tetapi jugafungsi, kewajiban
dan tanggung jawab penanam modal juga menjadi perhatian.

Fraksi-fraksi di DPR lebih memperlihatkan upaya kontrol terhadap RUU yang digjukan pemerintah agar
tidak terlalu kebablasan. Dinamika pembahasan RUU PM menjadi bahasan yang sangat menarik antara
paham Nasionalis dan Liberalis meskipun di akhir bahasan liberalis menjadi pemenang. Pihak nasionalis
menyatakan sudah memasukkan koridor-koridor yang dapat mengontrol jalannya penanaman modal di
dalam pasal-pasal UU Penanaman Moda NO 25 Tahun 2007.

The Government aimed to attract foreign capital and domestic capital in order to accelerate the devel opment
with suggessed investment bill by the government on March 21st 2006 to the Parliament to be discussed in
order of issue Investment Bill as a guide to investing. However, the proposed Bill were then assessed by
parties who are not entirely liberals, with many resistance from academics, practitioners, and the public. The
principle that investmens should generate investment multiplier with policy support. Thisis the biggest
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challenge of Investment Bill.

This study iswritten to explain : (1). The effect of ideology and identity on policy-making, especially during
the deliberation process of Investment Act in 2007; (2). The effect of power motivation and public interests
on the policy making process of Investment Bill. In order to do so, this study elaborates ideological
contestation in the discussion of Investment Bill with depth interviews with the policy makers in parliament
and the government, academia, chairman of the faction and the faction members.

The study shows that the government proposed the liberal principle because the economic context at the
time requires aregulatory structure that is open, efficient and offering various incentives. Indonesiawasin
need of foreign capital and not to refuse. Many clauses of the proposed bill were reformed totally in the
Parliament because they were considered too liberal. The Parliament emphasized that the bill should not
only promote the rights of investors but also functions, duties and responsibilities of Investors.

The paties behavior in the Parliament shows its control function over the bill proposed by the government so
that it will not too excessively liberal and give away too much power to the market. The politics of the
dliberation of the Investment bill between the Nationalists and Liberals were very interesting, even though at
the end of the discussion liberals won. nationalist parties claimed that they already incorporate corridors that
can control the investment in the articles of the Investment Law No. 25 of 2007.



